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MENTERI AHY TEKANKAN PENGADAAN TANAH HARUS UTAMAKAN 

KEADILAN 

 

 

Sumber gambar: 
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Sejalan dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging 

Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness”, Menteri AHY 

menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan pendekatan yang 

tepat, humanis, dan progresif dalam Pengadaan Tanah bagi masyarakat. 

“Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti 

siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan 

tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi 

bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi 

kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. No one left behind,” tegas 

Menteri ATR/Kepala BPN. 

Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi 

berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai 

Pengadaan Tanah di Indonesia. “Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan 

pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat 
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miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang Menteri AHY saat membuka 

International Conference on Social Impact Assessment, di Hotel Ritz-Carlton Jakarta. 

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam 

kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan 

yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak 

sosial, termasuk Pengadaan Tanah. 

Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah 

satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, 

European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati. Ia melihat 

konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan 

mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan. 

“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari 

ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial 

yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat 

bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan 

berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan 

berkelanjutan,” pungkas Stéphane Mechati. 

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari melaporkan bahwa Konferensi Internasional 

terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW 

Development Bank, dan the European Union (EU). Konferensi ini juga merupakan 

rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 

lalu telah memulai tahapan social impact assessment. 

Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, 

yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; 

the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta 

perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, 

Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya. 

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam Konferensi Internasional ini, sejumlah 

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran. 

 

Sumber Berita: 

1. https://sultra.antaranews.com/berita/470207/menteri-ahy-tekankan-pengadaan-tanah-

harus-utamakan-keadilan,  “Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus 

Utamakan Keadilan”, tanggal 18 September 2024. 
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2. https://www.beritasatu.com/network/suaraindo/306057/buka-konferensi-

internasional-penilaian-dampak-sosial-menteri-ahy-tekankan-pengadaan-tanah-

harus-utamakan-keadilan, “Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, 

Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan”, tanggal 18 

September 2024. 

 

Catatan: 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum: 

a. Pasal 1: 

1) angka 2 yang menyatakan bahwa Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil. 

2) angka 7 yang menyatakan bahwa Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, 

negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah 

Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

3) angka 12 yang menyatakan bahwa Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak 

dan adil kepada Pihak yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam 

proses Pengadaan Tanah. 

b. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Tanah untuk Kepentingan Umum digunakan untuk 

pembangunan: 

a. pertahanan dan keamanan nasional; 

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan 

fasilitas operasi kereta api; 

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan 

pengairan lainnya; 

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal; 

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; 

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik; 

g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah; 

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; 

i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

j. fasilitas keselamatan umum; 

k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; 

m. cagar alam dan cagar budaya; 

n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa; 

https://www.beritasatu.com/network/suaraindo/306057/buka-konferensi-internasional-penilaian-dampak-sosial-menteri-ahy-tekankan-pengadaan-tanah-harus-utamakan-keadilan
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o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta 

perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa 

termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus; 

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 

r. pasar umum dan lapangan parkir umum; 

s. kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau 

dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, 

atau badan usaha milik daerah; 

t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsar dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik 

daerah; 

u. kawasan industri yang diprakarsai danlatau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Fusat, 

Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; 

w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan 

usaha milik daerah; dan 

x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan 

usaha milik daerah. 

c. Pasal 6 ayat (9) yang menyatakan bahwa Perkiraan nilai tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf i, menguraikan perkiraan nilai Ganti Kerugian Objek 

Pengadaan Tanah, meliputi: 

a. tanah; 

b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah; 

c. bangunan; 

d. tanaman; 

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan 

f. kerugian lain yang dapat dinilai. 

d. Pasal 42: 

1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Objek pengadaan Tanah untuk 

Kepentingan Umum dan/atau proyek Strategis Nasional berada pada lahan 

pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan pengalihfungsian, lahan dan 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengalihfungsian lahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan syarat: 

a. dilakukan kajian kelayakan strategis; 

b. disusun rencana alih fungsi lahan; 

c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan  

d. disediakan lahan pengganti terhadap pertanian pangan berkelanjutan 

dialihfungsikan. 

3) ayat (5) yang menyatakan bahwa Pembebasan kepemilikan Hak Atas Tanah yang 

dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan 

pemberian Ganti Kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 


